GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188,44/ 108 /2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58
Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal
12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, menyebutkan di Provinsi dibentuk Gugus
Tugas Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. bahwa adanya perubahan nomenklatur, pergantian pejabat,
dan susunan keanggotaan  untuk mensinergikan serta
mendukung Rencana Aksi Daeralh Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019-2022 berjalan dengan
optima! dan tepat sasaran, maka Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 188.44/161/2017 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang Provinsi Kalimantan Tengah, perlu
ditinjau kembaeli;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurut a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Cubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Provinsi Kalimantan Tengah;

. Undan ang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
dang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang
 Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
ndang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
an Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
latan dan Kalimantan Timur (Lembaran
sia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
publik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
: Negara Republik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara Republik
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2. Undang-Undang Nomor 39 Tah ¢ '
: un 1999 n
Hak  Asasi Manusia (Lembaran ¢ a1 BT
{ Ne: T 'enublile
Indonesia  Tahun 1999  Nomor 16%': a TRegUbfﬂt
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); ‘

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentzn indungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesiag 5:11133 ugggg
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneéia;
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda‘.ng.,
Nomer 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan

6. .
United Nations Convention Againts Transnational Organized
: angsa Menentang

Perse

[ nisir) (Lembaran
5, Tambahan
1960);
g Pengesahan
ng In Person,

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




dalam Lampiran seba, al bagil
putusan Gubernur ini

dimaksud

)

ga marné

-nf:éagm\@_@@awn’, :

Tugas @Wré’nmm din
n melaksanakan tugasnya diba
ntuk @5@ wmj an qm Kep

@‘gg:z@z-

Dipindai dengan CamScanner




KEENAM

KETUJUH

KEDELAFAN:

KESEMBILAN" Keputus

S5 T
_Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan

Penegakan Hukum; dan
e. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Koordinasi Korban.

d

sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA,
kan tugas dan f ungsinya berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan.

11 akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

ni mulai berlaku, Keputusan
Tengah Nomor 188.44/161 /2017 tentang

gahan dan Penanganan Tindak Pidana
tan Tengah, dicabut dan

sub Gugus Tugas
dalam melaksana
ketentuan Peraturan

¢ Biaya yang timbt
Pendapatan dan
Pada saat Keputusarn
Gubernur Kalirnantan

Gugus Tugas Pence
Perdagangan Orang Provinsi Kaliman

dinyatakan tidak berlaku.
an Gubernur ini berlaku sejak tan

Gubernur 1

ggal 02 Januari 2020.

Palangka Raya
e\ 20

Ditetapkan di
pada tanggal 22

Tembusan.:
1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktur Jenderal Otcnomi Daerah; dan
c. Inspektur Jenderal.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Ketua DFRD Provinsi Kalimantan Tengah:
4, Kepala Kepolisiar Daerah Kaliinantan Tengah;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaliraantan Tengah:
6. Bupati/Walikota se-Kalimmantan Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
8. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
u.p. a.Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
b. Kepala Biro Hukum.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
15. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus;
16. Direktur Rumah Salkit Bhayangkara;
17. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Ketua Lembaga Perlindungan Arnak Provinsi Kalimantan Tengah;
19, Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan T engah; p
20. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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dan pelaporan

Masalah Kegiatan Indikator Keberhasilan - '__l : Wakes I.I ; 'I' BT | et
- Memberkan rujukan lanjutan bagi korban 100% korban yang Korban - 7im 6T, Lembaga
ke fasilitas yang lebih memadai memeriukan/membutu pemberi layanan
hkan rujukan diberikan
rujukan.
Meningkatkan kapasitas SDM untuk Meningkatnya Tenaga - Dinas kesstiatan
pelayanan kesehatan bagi korban kompetensi SOM pendamping,
pemberi layanan tenaga
kesehatan, lemba
g2 layanan
2. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan | - Dukungan personil dan anggaran untuk Tersedianya sarana dar. [Lembaga - TWnGT
yang memadai untuk saksi dan korban sarana dan prasarana layanan kesehatan prasarana layanan
yang sesuai SPM kesehatan
3. Lemahinya pencatatan dan pelaporan korban | - Pelatihan untuk tenaga pencatatan dan Tersedianya SOM yang |Lembaga - Tim GT, Lembaga
TPPO pelaporan memahami pencatatan |lzyanan pemberi layanan

€. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN, DAN REINTEGRASI

Tuiuan
Target / Gutput

: Memberikan pelayanan rehatilitasi sosial, stemulangan dan reintegrasi sosial

1. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPQ kesehatan bagi korban TPPO
2. Terpenuhinya hak-hak korbar TPPO untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi

sosial

3. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi koroan TPPO

Kelompok Waktu Instansi yang Terlibat
Kegi [ -
Masalzh Kegiatan ndikator Keberhasilan ; (Palaksana)

1. Kurangnya SDM psikolog (pelum maksimal) | - Rekrutmen tenaga psikclog - Tersedianya tenaga Lembaga 2019 s/d 2022 1BKD, DINKES, SOSIAL,

- Pelatihan/Capacity Building pendamping

Peksos

- Korban pulih dari

psikolog

traumatik
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